
Menimbang :

Mengingat :

BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR : o5 /KP|S/ I 12016

TENTANG

PEMBENTUI(AN TIM MANAJEMEN
BANTUAN OPERASToNAL SEKOLATT (BOS)

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2OL6

BUPATI HALMAHERA BARAT,

a.bahwaberdasarkanSuratDirekturJenderalPendidikan
DasardanMenengahKementerianPendidikandan
Kebudayaan Nomor : 7 I31 lD IKU I ?915 tanggal 10

Desember2ol5perihalPersiapanPelaksanaanbantrran
Operasional Set<otafr (BOS) T akrun 2016' maka untrrk

mewujudt.anpemerataandanperluasanakses,peningkatan
mutu,relevansidalamdayasaingsertatatakeloladana
BOS, dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan

Operasional SJkojah (BOS) Kabupaten Halmahera Barat

Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan 1T:

dianggap mampu dan memlnuhi syarat serta memiliki

torrrrtt..r"i 
- 
r.rt ,tt diangkat sebagai Tim Manajemen

BantuanOperasionalsekolah(BoS)KabupatenHalmahera
Barat Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa beraasaitin pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu merietapkan Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional

Sekolah(BoS)KabupatenHalmaheraBaratTahunAnggaran
20t6;

l.Undang_undangNomor60Tahunlg5StentangPenetapan
undan[_undan[ Nomor 23 Darurat Tahun L957 tentang
pembentukan baerah-daerah swatantra Tingkat II p"1"7

WilayahDaerahSwatantraTingkatlMalukumenjadi
Undang-undang;

2. Undang_rrrJ".i Nomor g Tahun lg74 tentang Pokok-pokok

Kepega:waian S-ebagaimana- Telah Diubah Dengan Undang-

una..tg Nomor 43 Tahun 1999;
3. Und"ang-rrnJr.rg Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan

atas Undang-rlndang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
pembentukari Prorrins] Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

KabuPaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang

pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten

Halmahera Selatan, i<abupaten Kepulauan Sula, Kabupaten

HalmaheraTimurdanKotaTidoreKepulauandiProvinsi
Maluku Utara;
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6.

7.

8.

9.
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5.Undang-undangNomorlTTahun2003tentangKeuangan
Negara;
Undang-undang Nomor
Pendidikan Nasional;

20 Tahun 2OO3 tentang Sistem

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara;
Undang-undangNomor22Tatlun2olltentangAnggaran
Pendafatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol2;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah;
10.Undang-undangNomor14Tahun2olstentangAnggaran

Pendapltan dan Belanja Negara Tahun 2016;
ll.PeraturanPemerintahNomorlgTahun2005tentang

Standar Nasional Pendidikan;
12. Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

KabuPaten lKota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tak|ULn 2OO8 tentang Wajib

Belajar;
15. Peraturan Pemerintah

Pendanaan Pendidikan;
Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2o1O tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
lT.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2

Tahun 2ol5 tentang Pembentukan organisasi Dinas-dinas

Daerah KabuPaten Halmahera Barat;

MEMUTUSI(AN:

Membentuk Tim Manajemen Bantuan operasional sekolah

(BOS)KabupatenHalmaheraBaratTahunAnggaran2016'
dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum
pada LamPiran KePutusan ini;

Tim Manajemen sebagaimana dimaksud Diktum Pertama,

mempunyr.i t gr" dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Tim Pelaksana BOS Dikdas
1) Melatih, membimbing dan mendorong satuan

pendidikan dalam siitem pendataan yang telah

disediakan oleh Kemdikbud;
2) Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/

updating data yang dilakukan oleh satuan pendidikan
secara online;

3) Memverifikasi kelengkapan data flumlah peserta didik
dan nomor rekening) di satuan pendidikan yang

diragukan tingkat aliurasinya' Selanjutnya meminta
satuan pendidlkan untuk melakukan perbaikan data
melalui sistem daPodikdasmen;

4) Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten sebagai /
penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten . ^ /
menandatalgani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) W
mewakili satuan Pendidikan dasar;

Menetapkan
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5) Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada satuan
pendidikan, Komite sekolah dan masyarakat tentang
program BOS termasuk melalui pemberdayaan

pengawas sekolah;
6) Mengupayakan penambahan dana untuk satuan
' p".rJiaikan dan untuk menajemen program BOS dari

sumber APBD;
7\ Melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan

dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;

8) Memantau- pelaporan pertanggungiawaban
penggunaan dana BOS, baik yang secara offline
maupun yang secaraa online oleh satuan pendidikan;

9)Menegurdanmemerintahkansatuanpendidikan
yang belum membuat laPoran;

10)Mengumpulkandanmerekapitulasilaporanrealisasi
penggunaan dana BOS dari satuan pendidikan'
seUnJutnya melaporkan kepada Kepala SKPD
pendidikan Provinsl paling lambat 1O Januari tahun
berikutnYa;

11) Melakuklrr monitoring pelaksanaan program BOS di

satuan Pendidikan;
12) Memb.tiikr"., pelayanan dan penanganan pengaduan

masyarakat;
13)Memverifikasisekolahkecilyangmemenuhisyarat

untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar

memperoleh alokasi dana BOS minimal'

b. Tim Pelaksana BOS Dikmen
1)MelakukankoordinasidenganTimManajemenBoS

Provinsidalammelatih,membimbingdanmendorong
sekolahuntukmemasukkandatapokokpendidikan
dalam sistem Dapodikkasmen secara lengkap dan

valid;
2) Mehtukan monitoring perkembangan updating data

yaflgdilakukanoterrsekolahdalamaplikasi
Dapodikdasmen;

3) Meiakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS

Provinsi dalam melakukan verifikasi kelengkapan data

fiumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah yang

diragukan tingkat akurasinYa;
+)MelakukankoordinasidenganTimM-anajemenBoS

Provinsi dalam melaksanakan sosialisasi/pelatihan
kepadasekolah,KomiteSekolahdanmasyarakat
tentang Program BOS SMA/SMK;

5) Melakrikan-koordinasi dengan Tirn Manajemen Bos
Provinsi untuk membina sekolah dalam pengelolaan

dan pelaPoran dana BOS SMA/SMK;
6l Melaiukan koordinasi dengan Tim Menejaman BOS

provinsi dalam memantau pelaporan
pertanggungjawaban penggunaan dana BOS
'sun7 sMx, aaik secara offli.re maupun secara online

oleh sekolah;
7) Melakukan i<oordinasi dengan Tim Manajemen BOS

Provinsi dalam melakukan monitoring dan evaluasi
program BOS SMA/SMK;

S) 
'l{elakukan kompilasi data laporan penggunaan dana

BoSSMA/SMKdarisekolah,sesuaidenganformat
yang ditentukan;

g) Mengupayakan penambahan dana untuk Tim
' 

tvtanajemen Kabupaten dari sumber APBD'
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Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat
selaku penanggungiawab Bantuan operasional sekolah
(BOS) bertanggungjawab penuh atas segala operasional
tegiatan *"**-u-i dengan ketentrran peratrrran pe*rndang-

undangan yang berlaku.

segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Kelutusarrini, diblbankan pada Anggaran Pendapatan dan

Beianja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten
Halmahe r a Basat Tahun Anggararr 2A l5'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT PATAF

Sekretaris Daerah t'
Ass. Bid. Pem. & Adm.
Urnum

t=
I

Kadis Pendidikan

Kabag. Hukum & Orgs. W

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal ; 'b JAvtoaa 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

lil
NAMTO H. ROBA

Tembusan DisamPaikan KePada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI di Jakarta,

3. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakatta,
4. Yth. Diqjen Perimbangan Keuangan di Jakarta'
5. Yth. DirJen ManajemJn Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta'

6. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmakrera Barat di Jailolo'
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku lJtara di SoIiIi'

g. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo'

10. Yth. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo''
it. V.rtg bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya'



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : ve /KPTS/ t l2At6
TANGGAL;9J6rlilan'2A16

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMNIERA BARAT,

/h/
NAMTO H. ROBA

NO NAMA JABATAN KEDUDUI{AN
DALAIVI TIM

I(ET.

1.

2.

-.).

6

4

5.

7.

8.

9.

Balatjai, S.Pd,

R. Pilly, S.Pd,

Soni
M.Sc

Andi
M.Pd

Catur Wibowo, S.Kom

Bakri Man, S.Pd

Drs. Armin Borongkos,
M.Pd

Fintje
M.Pd

Sidete, S.Pd,

Mustati Misbah

Verni Djangu

Rita Hasan, S.Pd

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Halmahera Barat

Kabid Pendidikan
Menengah Dinas
Pendidikan

Kabid Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan

Kasi Dikmen & PT
Dinas Pendidikan

Kasi Sekolah Menengah
dan Pendidikan Khuslts,
Pelayanan Khusus Dinas
Pendidikan

Kasi Profesi dan Tenaga
Pendidik Dikmen Dinas
Pendidikan

Staf Dinas Pendidikan

Staf Dinas Pendidikan

Kasi Profesi dan Tenaga
Pendidik Dinas
Pendidikan

Penanggungjawab

Ketua Tim
Pelaksana BOS

Dikmen

Ketua Tim
Pelaksana BOS

Dikdas

Unit Data SMA

UNit DAIA SMK

Unit Monitoring
dan Evaluasi

Dikrnen

Unit Data SMP

Unit Data SD

Unit Monitoring
dan Evaluasi

Dikdas
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,

Sekretaris Daerah -*
Ass. Bid. Pem. & Adm.
Umum /=

Kadis Pendidikan

Kabag. Hukum & Orgs
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